o S

R
o\ g
>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
MOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI

Menimbang

Mengingat

PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

bahwa dalam upaya meningkatkan efeklivitas pelaksanaan keglatan
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan telah diatur sistem
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006,

. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hal tersebut, periu

diatur lebih lanjut mengenai Pernbentukan Organisasi dan Tatakerja Badan
Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diimaksud dalam huruf a

dan huruf b, periu menetapkan Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-tndang Nomor 25
Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesla Tahun 1957 Nomor 83) Sebagal Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indohesia Tabun 1958 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Repubifk (ndonesia Nomor 1022);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 1999 Nomor
169, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Paraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Jentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548),

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintoh DPusat Den Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Menetapkan
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Noraor 4:438);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (1. embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nuomor 4550),

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesla Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 3952);

vreraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelengqgaraan
Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
62, Tambahan lembaran negora Republik Indonesia Nomor 4095);

Peraturan Pernerinteh Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1106);

Peraturan Pemerintash Noemor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyekenggaraan Pemerin@han Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lermnbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebariuasan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daecrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyvisunan Produk Hukum Daerah:

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran
Daerah Dan Berita Daerah,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR  TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISAST DAN TATA
KERJA BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah,

Ketua adalah Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Provinst Kalimantan Tengah.

Sekretarial adalah Sekretarial Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.



7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

8. Sistem Penyuiuhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah rangkaian
pengembangan kemampuan, pengetshuan, keterampilan serta sikap pelaku
utama atau pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan melalui
penyuluhan.

9. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut
penyuluhan adalah proses pembelasjaran bagi pelaku utarma serta pelaku
usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan
dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan
sumberdaya loiinya sebagal upaya untuk meningkatkan produktiviias,
efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkaikan
kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

10. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perlkanan dan Penyuluh Kehutanan halk
penyuluh Pegawai Negerl Sipll, swasta, maupun swadaya yang selanjutnya
disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang
melakukan kegiatan penyuluhan.

11. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
petermakan yang selanjutnya disebut pertanlan adalah seluruh keglatan
yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pernasaran dan jasa
penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang
sesuai den berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal dan tenaga
dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan rakyat.

12, Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan
dan pemanfaatan sumberdaya ilan dan lingkungannya secara
berkelanjutan, mulai darl praproduksi; produksi, pengolahan sampal dengan
pemasaran yang dilaksanakan dalam suatti sistem bisnis perikanan.

i3. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan
beirkelanjutan,

14. Pelalu  utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang
selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan disekitar
kawasan hutan, petani, pekehbun, peaternak, nelayan, pembudidaya ikan,
basorte keluarga intinya.

15. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau koperasi
yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang ineigeloia usaha pertanian,
perikanan dan kehutanan.

16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang
pertanian, perikanan dan kehutanan,

BAB 11
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FHINGSI
Baglan Kesatu
Pembeniukan

Pasal 2
Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan,

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

tadan Koordinasi Penyuluhan adalah lembaga koordinatif penyelenggaraan
sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dipimpin oleh seorang
Ketua berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui
Menteri,



Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

Badan Koordinasl Panyuluhan meinipunyai tugas :

a’

melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi
partisipast, advokasl masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia
usaha, institusi terkalt, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga sasaran
penyuluhan;

menyusun kebijakan dan programa penyuluhan provinsi yang sejalan
dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional;

memfasifitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi
pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan
memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah; dan

melaksanakan peningkatan kapasitas penyuiuh.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal &

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan
Koordinasi Penyuluban mempunyai fungsi:

a.

b.

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor terkait sistem penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehitanan;

perunwsan kebijakan dan programa penyuluban provinsi dalam bidang
pertanian berdasarkan kebljakan dan programa nasional;

perumusan kebljakan dan programa penyulzthan provinsi dalaim bidang
perikanan herdasarkan kebllakan dan programa nasional;

perumusan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi dalam bidang
kehutanan berdasarkan kebljakan dan programa nasional;

fasiiitast pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku
utama dan pelaku usaha;

peningkatan kapasitas penyutuh.

BAB I
ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan terdiri dari:

a. Ketua : Gubernur i

b. Wakil Ketua : Sekretarls Dacrah

C. Sekretaris : Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan

d.  Anggota-anggota : 1) Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah;

2) Kepala Dinas Pertanian;

3) Kepala Dinas Peternakan

4) Kepala Dinas Perkebunan,

5) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan;
6) Kepala Dinas Kehutanan;

(2) Bagan Struktur Jabatan Badan Koordinasi Penyuluhan adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 7

Ketua mempunyai tugas memimpin dan mengarahkan serta mengkoordinasikan
kegtatan Badan Koordinasi Penyuluhan.



Pasal 8

Wakil Ketua mempunyai tugas melaksanakan kegiatan nutin Badan Koordinasi
Penyuluhan sesuai arahan dan petunjuk Ketua.

Pasal Y
(1) Sekretaris adalh Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas menunjang
kegialan secara adiminitralit dan fasilitatit  kegiolan Badan  Koordinasi
Penyuluhan.
(2) Kelembagaan Sekretariat akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Gubermur,

Pasal 10
Anggota-angqgeta Badan Koordinasi Penyuhthan mempunyai tugas :

a. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah memantau
dan mengevaluasi pelaksanaan keglatan substantif yang dilaksanakan
anggota-anggota yang lain serta memberikan saran dan pendapat kepada
Ketua;

b. Kepala Dinas Pertanian melaksanakan penyusunan kebijakan dan program
penyuluhan, optimalisusi  partisipasi, advokasi masyarakat, fasilitasi
pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagl pelaku utama dan
pelaku usaha dalam bidang pertanian serta fasilitasi peningkatan kapasitas
penyuluh pertanian,;

" c. Kepala Dinas Perkebunan  melaksanakan penyusunan  kebijakan dan

programa  penyuluhan, optimaiisasi  partisipast, advokasi masyarakal,
facilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku
utama dan pelaku usaha dalam  bidang perkebunan serta fasilitasi
peninakatan kapasitas pemyaiuh perkebunan;

d. Kepala Dinas Kehewanan melaksanakan penyusunan kebijakan dan program
penyuluhan, opthinalisasi  partisipasi, advokasi masyarakat fasilitasi
pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan
pelaku usaha dalam bidang peternakan serta fasilitasi peningkatan kapasitas
penyuish petermnakan;

e. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan melaksanakan penyusunan kebljakan
dan programa penyiiduhan, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat,
fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelalu
utama dan pelki usaha dalam bidang perikanan serta fasiiitas! peningkatan
kapasitas pervuluh perikanan;

f Kepala Dinas Kehutanan melaksanakan  penyusunan  kebijakan dan
programa penyuluhan, optimalisasi partisipas!, advokasi masyarakat,
fasilitast pengembangan keiembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku
utama dan  peloku usaha dalam bidang kehutanan serla fasilitasi
peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan kan di Palangka Raya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

Sekretaris dan para Anggota Badau Koordinasi Penyuluhan berkedudukan di
hawah dan bertanqggungjawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Sekretarls dan para Anggota Badan Koordinasi
Penyuluhan wajib menerapkan prinsip koordinasi,- integrasi dan sinkronisasi
balk dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Permerintah
Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.



Pasai 13

Sekretaris dan para Anggota wajib menyampaikan laporain evaluasi efektivitas
kegiatan penyuluban i bidangnya secara berkala kepada Ketua melalui Wakil
Ketua.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas Badan Koordinasi Penyuluban menyelenggarakan
rapat koordinasi secara berkala untuk meneruskan program dan menyusun
programa serta melakukan evaluasi efektivitas kegiatan penyuluihan secara
umum.

Pasal 15

Badan Koordinasi Penyuluhan wajib menyampaikan laporan tertuils kepada
Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian atau
Menteri yang bertangqgung jawab di bidang perikanan atau Menteri yang
bertanggung jawab di bidang kehutanan sesual dengan substansi laporan.

Pasal 16

(1) Untuk membantu menetapkan kebijakan dan strategi penyuiuhan dibentuk
Fomisi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah.

(2) Pembentukan Komisi Penyubshan Provinsi Katimantan Tengah sebagaimana
' tersebut pada aval (1) akan ditetapkan temendiri dengan Peraturan
Gubernur,

BAB Vv
PEMBIAYAAN
Pasal 17

(1) Segala biaya yang timbul akibat berlakunya Peraturan ini, dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan pihak lain yang tidak menglkat.

(2) Dengan tidak mengurangl ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepada Badan Koordinasl Penyuluhan dapat diberikan bantuan lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Badan Koordinasi Penyukihan adalah lembaga non struktural.
BAB VI
KFTENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Ketentuan lehih lanjut mengenal hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanzannya ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur,

Pasal 20
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanqggal diundangkan,



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah.

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal © ‘~ustus 200
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